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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari memiliki kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, 

dan papan.Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut setiap 

manusia memiliki berbagai cara dan usaha sesuai dengan perkembangan 

kehidupan saat ini, antara lain dengan melakukan pembelian, pinjaman, 

ataupun secara barter.  

Saat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu 

hal yang dilakukan oleh manusia adalah denganmelakukan pinjaman, 

dimana pinjaman merupakan salah satu usaha yang mulai banyak 

dilakukan oleh manusia, baik mereka yang termasuk dalam golongan 

ekonomi menengah kebawah maupun golongan ekonomi menengah 

keatas. Pinjaman dapat dilakukan melalui lembaga perbankan, lembaga 

keuangan non bank seperti pegadaian, maupun perorangan. Namun pada 

prakteknya, sebagian masyarakat menghindari proses kredit dengan bank, 

dikarenakan prosesnya yang dianggap menyulitkan. Oleh karena itu 

sebagian masyarakat lebih memilih untuk meminjam melalui orang 

pribadi/perorangan. Dan biasanya pinjaman yang dilakukan terhadap 

orang pribadi/perorangan untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. 
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Adanya pinjaman maka timbullah hubungan utang-piutang antara 

debitur dan kreditur. Perhubungan antara dua orang tersebut adalah suatu 

perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak kreditur itu dijamin oleh 

hukum atau undang-undang. Apabila kewajiban debitur itu tidak dipenuhi 

secara sukarela, si kreditur dapat menuntutnya di depan hakim.  

Terhadap kelalaian atau kealpaan si debitur, diancamkan beberapa 

sanksi atau hukuman. Dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1267 

KUHPerdata, ada 4 (empat) macam hukuman atau akibat-akibat yang 

tidak enak bagi debitur yang lalai, yaitu :  

1. ganti-rugi. 

2. pembatalan perjanjian. 

3. peralihan risiko. 

4. penggantian biaya. 

Salah seorang ahli hukum Indonesia, R. Subekti memakai istilah 

pinjam meminjam dan memberikan definisinya yaitu :1 

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan 
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis 
dan mutu yang sama pula (pasal 1754 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata)).” 
 

Definisi pinjam meminjam oleh R. Subekti tersebut diatas tidak 

menyebutkan apakah perjanjian itu berupa bawah tangan ataukah akta 

otentik. Perjanjian pinjam meminjam bukan hanya sebagai bentuk 

                                                 

1) Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Intermasa, 1995), hlm.125. 
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kesepakatan antara para pihak tetapi juga sebagai landasan yang 

mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Oleh sebab itu akta otentik 

adalah pilihan yang paling tepat karena memiliki kekuatan sebagai alat 

bukti yang sempurna. Dalam pasal 1870 KUHPedata menyatakan bahwa 

suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli 

warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti 

yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.2 

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat 

pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang 

terdapat padanya. Bilamana salah satu kekuatan itu cacat, maka 

mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat.3 Ada 3 (tiga) pembuktian akta otentik, 

yaitu:4 

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak 

bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta 

tersebut. 

2. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak 

yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam akta. 

                                                 

2)  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh 
R.Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), pasal 1870. 

3) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 
hlm.145. 

4) Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm.93. 
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3. Kekuatan pembuktian luar atau keluar, yaitu membuktikan tidak saja 

antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, 

bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pejabat umum 

dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. 

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Mengenai suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal; 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, 

karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 

perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat 

obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan 

hukum yang dilakukan itu.5 

Berbicara mengenai perjanjian utang piutang maka akan sangat 

berkaitan dengan jaminan. Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa 

segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang 

sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-

perikatan perorangan debitur itu.  

                                                 

5) Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm.17. 
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Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang. 

Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah hubungan utang-piutang dengan 

jaminan benda. Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hakatas 

benda jaminan untuk pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak 

Jaminan diperlukan dalam suatu pinjaman utang agar bilamana si 

berutang atau debitur cidera janji, maka jaminan tersebut dapat digunakan 

untuk melunasi utang-utang debitur. Jaminan yang ideal memenuhi 

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman oleh pihak 
yang memerlukannya. 

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari pinjaman untuk 
melakukan (meneruskan) kegiatan usahanya. 

3. Yang memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman dalam arti 

bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu 

bila perlu dengan mudah dapat diuangkan untuk melunasi utang-

utangnya. 

Untuk pinjaman yang relatif besar maka tanah menjadi jaminan 

yang paling baik dalam suatu utang piutang. Hal tersebut dikarenakan nilai 

tanah selalu baik dan tanah dalam kehidupan manusia memiliki arti yang 

penting. Tanah dapat dinilai sebagai suatu asset (harta) yang mempunyai 
                                                 

6)Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 
2014), hlm.171. 

Wanprestasi  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau  sering  juga 
disamakan  dengan  konsepsi  perbuatan  ingkar  janji  atau  tidak  mengikuti 

kriteria sebagai berikut : 

membayar utangnya atau wanprestasi.6       

aturan kontrak perjanjian. 

 

  7   

(Medan: Pusataka Bangsa Press, 2006), hlm.38. 

7)  Slamet,  S  Redjeki,  Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu 
Perbandingan dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica 10(2).

7) Mantayborbir, Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara, 
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sifat permanen dikarenakan memberikan suatu kepastian untuk 

dicadangkan sebagai investasi bagi kehidupan manusia di masa yang akan 

dating mengingat fungsi tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia. 

Jaminan untuk barang-barang bergerak dibebani gadai atau fidusia, 

sedangkan jaminan untuk barang-barang tidak bergerak yang berupa tanah 

dan bangunan dibebani dengan hak tanggungan, dan yang berupa kapal 

dibebani dengan hipotek.  

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah bahwa suatu pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor 

Pertanahan akan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan 

peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Sertipikat Hak 

Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.8 

Sehingga apabila debitur mengalami wanprestasi, maka kreditur dapat 

melakukan eksekusi jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku. 

Tetapi dalam prakteknya, tidak semua masyarakat mendaftarkan 

obyek jaminan tersebut. Lalu bagaimana kedudukan hukum si berpiutang 

                                                 

8)M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.36. 
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atau kreditur bilamana obyek jaminan tidak didaftarkan menurut Undang-

Undang yang berlaku, apakah bisa/tidak untuk melakukan eksekusi 

terhadap obyek jaminan tersebut apabila si berutang atau debitur 

mengalami cidera janji. 

Adapun contoh kasus yang akan diangkat Penulis yaitu bermula 

dari tindakan Nyonya A berutang kepada Tuan B sebesar Rp. 

27.360.000.000,- (duapuluh tujuh milyar tigaratus enampuluh juta rupiah) 

dengan jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 22-01-2014 

(duapuluh dua Januari tahun duaribu empatbelas) sampai dengan tanggal 

21-05-2014 (duapuluh satu Mei tahun duaribu empatbelas). Pinjaman 

tersebut digunakan untuk keperluan modal usaha Nyonya A. 

Untuk menjamin dilakukannya pelunasan utang tersebut, Nyonya 

A memberikan jaminan kepada Tuan B, jaminan mana berupa Sertipikat 

Hak Milik Nomor 716/Cilandak Barat, terletak di Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan 

Cilandak Barat, luas lebih kurang 3.905 M2 (tigaribu sembilanratus lima 

meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Lebak Bulus III Nomor 13. 

Sehubungan dengan pinjaman tersebut diatas Nyonya A dan Tuan 

B sepakat untuk menghadap Notaris dan dibuatlah akta Pengakuan Utang 

tertanggal 22 Januari 2014 Nomor 9. 

Bahwa jangka waktu perjanjian kredit antara Nyonya A dengan 

Tuan B hanya selama 4 (empat) bulan, sehingga jaminan berupa Sertipikat 

tersebut diatas, oleh Tuan B tidak dilakukan pemasangan Hak 
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Tanggungan, mengingat proses pemasangan Hak Tanggungan atas 

Sertipikat tersebut diatas memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan. 

Selanjutnya setelah berjalannya perjanjian tersebut, ternyata 

setelah jangka waktu yang telah ditentukan Nyonya A belum dapat 

melunasi utang tersebut kepada Tuan B. Sehingga atas dasar hal tersebut, 

Nyonya A telah melakukan wanprestasi terhadap Tuan B.  

Mengingat dalam prakteknya, hal tersebut banyak dan/atau sering terjadi 

dalam kehidupan masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan 

pembahasan secara tuntas yang akan penulis jelaskan dalam skripsi ini yang 

berjudul “Debitur Dikatakan Wanprestasi dalam Akta Pengakuan 

Utang (Studi kasus : akta Pengakuan Utang Tanggal 22 Januari 2014 

Nomor 09)”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana debitur dikatakan wanprestasi pada akta pengakuan 

utang(studi kasus akta Pengakuan Utang tertanggal 22 Januari 2014 

Nomor 09) ? 

2. Bagaimana proses penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur 

bilamana terjadi wanprestasi (studi kasus akta Pengakuan Utang 

tertanggal 22 Januari 2014 Nomor 09)? 

 



9 

 

1.  dan memahamibagaimana debitur dapat dikatakan wanprestasi pada 

akta pengakuan utang(studi kasus akta Pengakuan Utang tertanggal 22 

Januari 2014 Nomor 09). 

2. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian yang dapat 

dilakukan kreditur bilamana terjadi wanprestasi (studi kasus akta 

Pengakuan Utang tertanggal 22 Januari 2014 Nomor 09). 

 

A. Definisi Operasional 

Untuk lebih memudahkan memahami dan untuk menghindari 

kesalahpahaman terhadap skripsi ini maka penulis membatasi istilah 

pokok yang terkandung dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.9 

2. Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur 

dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya 

dalam suatu perikatan.10 

3. Jaminan Kebendaanadalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu 

benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas 

                                                 

9) Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1868. 
10) Mariam Darus Badrulzaman, “Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, dalam Hukum 

Bisnis, Volume 11, 2000, hlm.12. 
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benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu 

mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.11 

4. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.12 

5. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, 

baik secara langsung maupun kontinjen.13 

6. Kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang 

piutang tertentu.14 

7. Debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang 

piutang tertentu.15 

8. Prestasi adalah merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu 

perikatan.16 

9. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana si berutang atau debitur 

tidak memenuhi kewajibannya.17 

10. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hakatas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 

                                                 

11)hlm.24. 
12)Undang-UndangTJaminan FidusiaUU o.421999,168 Tahun 19993889 
13)7. 
14) Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No.4 Tahun 1996,LN No.42 Tahun 1996, TLN 
No.3632, pasal 1 angka 2. 

15)Ibid., pasal 1 angka 3. 
16) Mariam Darus Badrulzaman, Asas-asas Hukum Perikatan, (Medan: FH USU, 1970), 

hlm.8 
17) Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm.123. 
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itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.18 

11. Eksekusi Hak Tanggungan adalah apabila debitur cidera janji, maka 

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya.19 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam tulisan ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan 

pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka 

dan studi dokumen. 

1. Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

Metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. 

Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah 

yang diteliti.20 

2. Sifat penelitian 

                                                 

18)Ibid., pasal 1 angka  1. 
19) Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Jaminan 

Jilid II (Jakarta : Ind-Hill-Co, 2005), hlm.144. 
20) Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15. 
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Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk 

deskriptif analisitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang 

asas-asas dan dasar hukum perjanjian, jaminan kebendaan, 

wanprestasi, dan proses eksekusi terhadap objek jaminan dalam akta 

pengakuan utang. 

3. Jenis data 

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan 

penulisan adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau 

literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari: 

a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa 

ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam penelitian karya tulis ini 

bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan tempat terdapatnya 

ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum 

sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, 
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koran, artikel dan media internet yang membahas mengenai 

perjanjian utang piutangdan jenis-jenis jaminan kebendaan. 

4. Analisis data 

Analisis data yang penulis lakukan dalam skripsi ini, yaitu 

menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif 

bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan 

analisis terhadap kedudukan Kreditur dalam melakukan eksekusi 

terhadap objek jaminan kredit yang tidak dibebankan dengan jaminan 

kebendaan dalam hal Debitur wanprestasi. 

 

C. Sistematika Penulisan 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya 

sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis 

mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. 

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

Bab I :  Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang,perumusan 

masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

Bab II :  Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian 

perjanjianpengertian perjanjian, asas-asas umum hukum perjanjian, syarat-
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syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, dan jenis-jenis 

perjanjian. 

 

Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kebendaan, Wanprestasi, dan 

Penyelesaian Debitur Wanprestasi menurut KUHPerdata. 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hukum jaminan, yang terdiri 

dari istilah dan pengertian, sumber hukum, asas-asas, macam-macam 

jaminan, ketentuan umum tentang Hak Tanggungan, dan wanprestasi serta 

penyelesaian debitur wanprestasi menurut KUHPerdata. 

Bab III : Analisa Yuridis Mengenai Debitur Dikatakan Wanprestasi 

dalam Akta Pengakuan Utang. 

Dalam Bab IV ini akan menguraikan tentangkasus posisi, analisa yuridis 

mengenai debitur dikatakan wanprestasi dalam akta pengakuan utang dan 

proses penyelesaian yang dapat dilakukan krediturbilamana debitur 

wanprestasi (studi kasus akta Pengakuan Utang tertanggal 22 Januari 2014 

Nomor 09). 

 

Bab IV :  Penutup 

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 




